BAB VI

PENUTUP

6.1.Kesimpulan
Berdasarkan data dan hasil penelitian, dapat disimpulkan faktor-faktor yang
meyebabkan rendahnya capaian penghargaan dan perlindungan profesi pendidik
yang realisasinya beradadi bawah 60%, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi NTT adalah faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut adalah
sebagai berikut:
1) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik, peralatan, sarana
dan prasarana pendidikan disekolah-sekolah yang ada di Provinsi NTT.
2) Kurangnya mutu sumber daya tenaga pendidik yang memadai dari segi
pengetahuan dan keterampilan.
3) aspek kualifikasi, kualitas, pembinaan, training profesi, perlindungan profesi,
manajemen, dan kesejahteraan guru.
4) Penghargaan pada profesi guru kurang optimal.
5) Undang-undang guru dan dosen belum mampu direalisasikan.

Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi rendahnya capaian
penghargaan dan perlindungan profesi pendidik yangr ealisasinya dibawah 60%
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT ialah :

1) Meningkatkan mutu sumber daya tenaga pendidik dari segi pengetahuan dan
keterampilan.
2) Masyarakat perlu berpartisipasi dan berperan aktif untuk menjaga dan

meningkatkan mutu pendidikan.
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3)

Peningkatan kelayakan mengajar dan kesejahteraan guru.

4) Harus adanya kontrol serta tingkat kepedulian dari Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi NTT terhadap kinerja serta jajaran dibawahnya,
dengan memperlakukan mekanisme hingga tercapai hasil Kkinerja yang
maksimal.

5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tiap kegiatan
seperti yang ada dalam dokumen penetapan kinerja dengan mekanismenya.

6) Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik, peralatan, sarana dan
prasarana.

6.2. Saran

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan, peneliti dapat

menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1.

Harus adanya kontrol serta tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kinerja
serta jajaran dibawahnya, dengan memperlakukan mekanisme hingga
tercapai hasil kinerja yang maksimal.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tiap kegiatan
seperti yang ada dalam dokumen penetapan kinerjadengan mekanismenya.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik, peralatan, sarana dan
prasarana pendidikan.

Meningkatkan mutu sumber daya tenaga pendidik dari segi pengetahuan dan
keterampilan.

Masyarakat perlu berpartisipasi dan berperan aktif untuk menjaga dan

meningkatkan mutu pendidikan.
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